
 

 

 
 

 
 

 
   WALIKOTA TEGAL 

 

   PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
 

   NOMOR 74 TAHUN 2012 

 
   TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 2.A TAHUN 2012  

TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TEGAL, 
 

Menimbang  

 

: a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota 

Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah 

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Barat; 

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 

Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

   4. Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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  4.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  10.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

  11.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  12.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  13.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

   14. Peraturan . . . 
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  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3321); 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4855); 

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai 

Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4713); 

  21.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

    

   22. Peraturan . . . 
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  22.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  23.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  24.  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5202); 

  25.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

  26.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

  27.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6  Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan 

Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya  

Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

  28.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 
Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 

10); 

  29.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 
11); 

  30.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

  31.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17); 

  32.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran 

Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 5 ); 

   33. Peraturan . . . 
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  33.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 
tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 

  34.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;  

  35.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

  36.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah; 

  37.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah; 

  38.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

 

 

 39.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita 

Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1); 

  40.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 
tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal; 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 2.A TAHUN 2012 
TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA TEGAL 
 

 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 
tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Tegal diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12 

 

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak 
langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek 
belanja hibah berkenaan pada PPKD. 

(2) . . .  
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(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pemerintah; 
b. pemerintah daerah lainnya; 

c. perusahaan daerah; 
d. masyarakat; 
e. organisasi kemasyarakatan. 

 
(3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja 

langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang 

diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah 
barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang 

diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD Koordinator 
Penerima Hibah. 

 

(4) Nama penerima, alamat penerima dan jenis hibah yang akan diserahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan pada NPHD. 

 
2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12A 

 

(1) Walikota mencantumkan daftar penerima bantuan hibah berupa nama, 
alamat, SKPD Koordinator Penerima Hibah dan jumlah hibah dalam 

Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. 
 
(2) Bentuk dan isi Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 22 

 

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai 
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan 

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan 
laporan keuangan Pemerintah Daerah.  

 

(2) Bentuk dan isi konversi dan pengungkapan hibah berupa barang 
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
 

4. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 24A 
 

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari bantuan 
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang 

tidak dapat direncanakan sebelumnya. 
 

(2) . . . 
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(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas 

nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 
 

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan 
akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 

penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 
keluarga yang bersangkutan. 

 
(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi 
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 31 
 

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis 
belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek 
belanja bantuan sosial berkenaan pada PPKD. 

 
(2) Obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. individu dan/atau keluarga; 
b. masyarakat, dan 

c. lembaga non pemerintahan. 
 

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam 

jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan 
rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan 
kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD Koordinator Penerima 

Bantuan Sosial. 
 

6. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 31A 
 

(1) Walikota mencantumkan daftar penerima bantuan sosial berupa nama, 

alamat, SKPD Koordinator Penerima Bantuan Sosial dan jumlah 
bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu 
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

 

(2) Bentuk dan isi Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

 

7. . . . 
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7. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) 
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 33 
 

(1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial 

dengan keputusan walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.  

 

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar 
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , kecuali bantuan sosial kepada 
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A.  

 
(2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau 

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24A didasarkan pada permintaan tertulis dari 
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan 

dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan dari 
Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. 

 

(3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan 
sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang.  

 
(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara 

pembayaran langsung (LS).  

 
(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi 

bermaterai cukup sebagai bukti penerimaan uang bantuan sosial dan 
ditandatangani oleh ketua/penerima bantuan sosial. 

  
(6) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.  

 
(7) Kepala DPPKAD mempunyai tugas memproses permintaan 

pembayaran dan pencairan bantuan sosial berupa uang sesuai 
peraturan perundang-undangan atas permohonan SKPD Koordinator 
Penerima Bantuan Sosial. 

 
 
8. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 36A 
 

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu 

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A paling lambat tanggal 5 

Januari tahun anggaran berikutnya. 
 
 

 
(2) . . . 
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(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama 
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh 

masing-masing individu dan/atau keluarga. 
 

9. Ketentuan Pasal 37 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 
(satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 37 
 

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan 

sosial meliputi :  
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau 

surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota; 
b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan 

sosial;  

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan 
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan 

usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada 
Pemerintah Daerah; dan  

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial 

berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah 
Terima barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.  

 

(1a) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau 

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 
 

(2) Bentuk dan isi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

  

 
10. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 40 

 
(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar 

akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan 
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan 
laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

  
(2) Bentuk dan isi konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa 

barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

 
Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

 
 
 

 
 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal. 

 
 

                                                                         Ditetapkan di Tegal  
                                                                         Pada tanggal 28 Nopember 2012   

 

WALIKOTA TEGAL, 
 

ttd 

 
                                                                                               IKMAL JAYA 

 
 

Diundangkan di Tegal 
pada tanggal  28 Nopember  2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

ttd 
 

EDY PRANOWO 
 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 74 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 
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BUDI HARTONO, S.H. 

Penata Tingkat I 
NIP. 19680216 198903 1 004 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

BENTUK DAN ISI LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 
DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH 

APBD KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN ….. 

 

NO 
NAMA ALAMAT 

SKPD 

KOORDINATOR 
JUMLAH PENJELASAN 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

Dst.      

 
 

WALIKOTA TEGAL, 
 

ttd 
 

      IKMAL JAYA 
 
 

LAMPIRAN  I 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
NOMOR  74 TAHUN 2012  

TENTANG PERUBAHAN ATAS  PERATURAN 
WALIKOTA TEGAL NOMOR 2.A TAHUN 
2012 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA TEGAL 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 

 
ttd 

 
BUDI HARTONO, S.H. 

Penata Tingkat I 
NIP. 19680216 198903 1 004 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

BENTUK DAN ISI KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA 

BARANG DAN/ATAU JASA DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG 
 

1. BENTUK DAN ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD 
 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 
SKPD ……………… 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER…. 

 

NOMOR 
URUT 

URAIAN 
ANGGARAN 
SETELAH 

PERUBAHAN 
REALISASI 

LEBIH 
(KURANG) 

1 PENDAPATAN       

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH       

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah *)       

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah       

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah       

  JUMLAH       

2 BELANJA       

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG       

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai       

2 . 2 BELANJA LANGSUNG       

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai       

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa       

3 . 2 . 2 . 2 . 3 Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat       

4 . 2 . 2 . 2 . 3. 1 Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak 
ketiga/masyarakat 

      

3 . 2 . 2 . 2 . 3 . 2 Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada 
pihak ketiga/masyarakat 

      

2 . 2 . 3 Belanja Modal       

  JUMLAH       

  SURPLUS / (DEFISIT)       

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2. BENTUK ... 

LAMPIRAN  II 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
NOMOR  74 TAHUN 2012 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA TEGAL NOMOR 2.A TAHUN 
2012 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA TEGAL 



- 2 - 
 

  

2. BENTUK DAN ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 
 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER…. 
 

NOMOR 
URUT 

URAIAN 
ANGGARAN 
SETELAH 

PERUBAHAN 
REALISASI 

LEBIH 
(KURANG) 

1 PENDAPATAN       

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH       

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah       

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan       

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah       

1 . 2 DANA PERIMBANGAN       

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak       

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum       

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus       

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH       

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah       

2 . 3 . 2 Dana Darurat       

1 . 3 . 3 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya 
      

1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus       

1 . 3 . 5 
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

Lainnya 
      

  JUMLAH PENDAPATAN       

2 BELANJA       

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG       

2 . 1 . 2 Belanja Bunga       

3 . 1 . 3 Belanja subsidi       

2 . 1 . 4 Belanja Hibah       

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial       

2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Keuangan       

3 . 1 . 7 Belanja Bagi Hasil       

2 . 1 . 9 Belanja Tidak Terduga       

  JUMLAH BELANJA       

  SURPLUS / (DEFISIT)       

3 PEMBIAYAAN DAERAH       

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH       

3 . 1 . 1 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya 
      

4 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan       

5 . 1 . 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan       

6 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah       

7 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman       

8 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah       

3 . 1 . 7 
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah 
      

  JUMLAH PENERIMAAN       

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH       

2 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan       

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah       

3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang       

4 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah       

3 . 2 . 5 
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi 
Non Permanen) 

      

  JUMLAH PENGELUARAN       

  PEMBIAYAAN NETTO       

  SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)       

 
3. BENTUK ...  
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3. BENTUK DAN ISI KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
PEMERINTAH DAERAH 

 
A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
 

NOMOR 
 

URAIAN SATKER 1 SATKER 2 PPKD GABUNGAN 

1 Pendapatan         

2 Pendapatan Asli Daerah         

3 Pendapatan Pajak Daerah xxx Xxx   Xxx 

4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx Xxx  Xxx 

5 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 

xxx Xxx  Xxx 

6 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah xxx Xxx  Xxx 

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx Xxx  Xxx 

8 Dana Perimbangan     xxx Xxx 

9 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah     xxx Xxx 

10 Jumlah Pendapatan xxx Xxx xxx Xxx 

11 Belanja         

12 Belanja Tidak Langsung xxx Xxx xxx Xxx 

12.1 Belanja Pegawai xxx Xxx xxx Xxx 

12.3 Belanja Bunga     xxx xxx 

12.4 Belanja Subsidi     xxx xxx 

12.5 Belanja Hibah     xxx xxx 

12.6 Belanja Bantuan Sosial     xxx xxx 

13 Belanja Langsung xxx xxx  Xxx 

 
Belanja Pegawai xxx xxx  Xxx 

 

Belanja Barang Dan Jasa  

1. Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak 
Ketiga/Masyarakat 

2. Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada 
Pihak Ketiga/Masyarakat 

3. Barang/Jasa Selain Hibah Dan Bantuan Sosial 

xxx 

xx 

 

xx 

 

xx 

xxx 

xx 

 

xx 

 

xx 

 

Xxx 

 

 

xx 

 

xx 

 
Belanja Modal xxx xxx  Xxx 

14 Jumlah Belanja xxx xxx xxx xxx 

15 Surplus / Defisit xxx xxx xxx xxx 

16 Pembiayaan Daerah 
  

 
 

17 Penerimaan Pembiayaan Daerah 
  

xxx xxx 

18 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
  

xxx xxx 

19 Pembiayaan Netto 
  

xxx xxx 

20 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Silpa) 
  

xxx Xxx 

 

 
 
 

 
 

 
B. KONVERSI ... 
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B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA 
BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 

 

NOMOR 
 

URAIAN GABUNGAN 
 

URAIAN PEMDA 

1 Pendapatan   
 

Pendapatan   

2 Pendapatan Asli Daerah   
 

Pendapatan Asli Daerah   

3 Pendapatan Pajak Daerah xxx 
 

Pendapatan Pajak Daerah xxx 

4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx 
 

Pendapatan Retribusi Daerah xxx 

5 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

xxx 
 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

xxx 

6 
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 
Yang Sah 

xxx 
 

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 
Yang Sah 

xxx 

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx 
 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx 

8 Dana Perimbangan xxx 

 
Dana Transfer xxx 

9 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah xxx 

 
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah xxx 

10 Jumlah Pendapatan xxx 
 

Jumlah Pendapatan xxx 

11 Belanja   
 

Belanja   

12 Belanja Tidak Langsung xxx 
 

Belanja Operasi xxx 

12.1 Belanja Pegawai xxx 
 

Belanja Pegawai xxx 

12.3 Belanja Bunga xxx 
 

Belanja Barang xxx 

12.4 Belanja Subsidi xxx 
 

 
 

12.5 Belanja Hibah xxx 
 

Bunga xxx 

12.6 Belanja Bantuan Sosial xxx 
 

Subsidi xxx 

13 Belanja Langsung xxx 
 

Hibah xxx 

 
Belanja Pegawai xxx 

 
Bantuan Sosial xxx 

 

Belanja Barang Dan Jasa  

1. Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan 
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 

2. Bantuan Sosial Barang Yang 
Diserahkan Kepada Pihak 
Ketiga/Masyarakat 

3. Barang/Jasa Selain Hibah Dan 
Bantuan Sosial 

xxx 

 

 

xx 

 

xx 

 

Belanja Modal xxx 

 
Belanja Modal xxx 

 
 xxx 

14 Jumlah Belanja xxx 
 

Jumlah Belanja xxx 

15 Surplus / Defisit xxx 
 

Surplus / Defisit xxx 

16 Pembiayaan Daerah  
 

Pembiayaan Daerah 
 

17 Penerimaan Pembiayaan Daerah xxx 
 

Penerimaan Pembiayaan Daerah xxx 

18 Pengeluaran Pembiayaan Daerah xxx 
 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah xxx 

19 Pembiayaan Netto xxx 
 

Pembiayaan Netto xxx 

20 
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan 
(Silpa) 

xxx 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan 
(Silpa) 

xxx 

 

WALIKOTA TEGAL, 
 

ttd 

 
  IKMAL JAYA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 

 
ttd 

 
BUDI HARTONO, S.H. 

Penata Tingkat I 
NIP. 19680216 198903 1 004 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

BENTUK DAN ISI LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 

 
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL 

APBD KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN ….. 

 

NO NAMA  ALAMAT  
SKPD 

KOORDINATOR  
JUMLAH  PENJELASAN  

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

Dst.      

 
 

WALIKOTA TEGAL, 
 

ttd 
 

        IKMAL JAYA 

LAMPIRAN  III 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
NOMOR  74 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  PERATURAN 

WALIKOTA TEGAL NOMOR 2.A TAHUN 
2012 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA TEGAL 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 

 
ttd 

 
BUDI HARTONO, S.H. 

Penata Tingkat I 
NIP. 19680216 198903 1 004 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

BENTUK DAN ISI PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL 

 
 

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
 

PAKTA INTEGRITAS 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama  :  
No. Identitas KTP  : 
Jabatan : 

Bertindak untuk dan : 
atas nama 
 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, 
dengan ini menyatakan bahwa saya :  

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);  
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila 

mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses 

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;  
3. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal 

bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta 

Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

  

Tegal,  ........................... 
 

Mengetahui 
Ka. SKPD Koordinator  

Penerima Bantuan Sosial 

Penerima bantuan sosial 
 

meterai/ttd 
  
 (Nama lengkap) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

B. BANTUAN . . . 

LAMPIRAN  IV 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
NOMOR  74 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALIKOTA TEGAL NOMOR 2.A TAHUN 
2012 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA TEGAL 
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B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG  
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama  :  
No. Identitas KTP  : 

Jabatan : 
Bertindak untuk dan : 
atas nama 

 
Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah 

Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :  
1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal 

bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  
2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta 

Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

 

Tegal,  ........................... 
 

Mengetahui 
Ka. SKPD Koordinator  

Penerima Bantuan Sosial 

Penerima bantuan sosial 
 

meterai/ttd 
  
 (Nama lengkap) 

 

 

 
 

 
WALIKOTA TEGAL, 

 
ttd 

 

      IKMAL JAYA 
 Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 
 

ttd 
 

BUDI HARTONO, S.H. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19680216 198903 1 004 


